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PENDAHULUAN

Negara Indonesia berupaya melaksanakan pembanguasonal yang
berkesinambungan dan meliputi seluruh kehiduparyanakat, bangsa, dan negara
untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan ndsigerag termuat dalam
Undang-undang Dasar 1945, alenia keempat yaitunchelgi segenap bangsa
Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudiesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanékgartiban dunia,
perdamaian abadi, dan keadilan sodBdrdasarkan Undang—undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapiaomi daerah secara utuh
pada daerah kabupaten dan kota. Sebagai konsehkyensiaerah otonom
mempunyai kewenangan dan kekuasaan serta keletuasdak melaksanakan
kebijakan menurut aspirasi masyarakat selama bdaentangan dengan Pancasila
dan Undang—undang Dasar 1945.

Dalam pembangunan pembinaan pemukiman daerah aarkotperiu
diusahakan perbaikan dan peningkatan pelayanan ukuia) seperti fasilitas
kesehatan, penyediaan sarana komunikasi, air berpgnanganan dan
pengendalian pencemaran lingkungan dan kebersiMgalalui usaha-usaha
tersebut, daerah dan masyarakatnya akan menjatdi k. Dampak yang
ditimbulkan dari bahaya sampah yang tidak ditareyggil di areal penduduk akan
mengalami gangguan yaitu terjadinya pencemaranaudaperti bau busuk,
menyumbat parit sehingga timbul banjir, pencemaaantanah, mengganggu
keindahan lingkungan, menjadi sarang lalat, tikeoa, dan jasad renik yang
dapat menjadi perantara atau sumber penyakit yieang mengakibatkan gangguan
penyakit seperti infeksi saluran pernapasan (ISBA)Ys, diare, disentri, penyakit
perut, cacingan, penyakit kulit dan demam berdamahlaria, kaki gajah yang
disebabkan oleh nyamuk. Dalam hal ini dampak baltaya gangguan sampah
yang bisa berakibat terhadap terserangnya penyakita dapat mengancam
kesejahteraan hidup manusia. Kondisi kehidupan yamgaman, terganggu
kesejahteraan manusianya baik sehat jasmani atawpbani, dikarenakan
terjadinya serangan penyakit yang ditimbulkan gahgguan sampabh.

Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari ggahan yang terkait
dengan bidang lingkungan hidup. menjadi salah sagenda permasalahan
pemerintah setempat dan hal tersebut harus mehdapatrhatian serius dari
pemerintah. Dari hasil pengamatan sementara masatealah yang ditemukan di
tempat penelitan adalah masih kurangnya kesadarasyarakat terhadap
penyelenggraan pengelolaan sampah, dalam hal megseampah tidak pada
tempatnya dan tidak pada waktu yang yang telamtdikan yaitu dari jam 18.00
sampai dengan jam 06.00 wita, serta masih kurangeymawasan pemerintah
yang terkait dan masih kurangnya fasilitas, saidera prasarana yang diberikan
pemerintah dalam penyelenggraan pengelolaan sasgyarti masih kurangnya
Tempat Penampungan Sementara(TPS) sampah yandi dtelurahan Bukit
Pinang.

Perumusan Masalah
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Sampah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentaeggélolaan
Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-harpaises alam yang berbentuk
padat. Sampah adalah sesuatu bahan atau bendaypadasudah tidak dipakai
lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudamakgn lagi dalam suatu
kegiatan manusia dan dibuang (Notoatmodjo, 2007:187

Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indones2/:533), adalah
proses melakukan kegiatan tertentu dengan mendgaratenaga orang lain.
Sehingga apabila kita cermati dari penjelasan betsenaka pengelolaan dapat
didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan nmneiagjkan, mengatur,
menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu.

Pengelolaan Sampah

Notoatmodjo (2007:191), mengemukakan bahwa peragolsampah
adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sameagah pemusnahan atau
pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga satigakhmenjadi gangguan
kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Dalam Peraturan Walikota Nomor 016 Tahun 2012 tepRenyelenggaraan
Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan sampahpedaanganan sampah.
Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputitaegi@embatasi, mengguna
ulang dan mendaur ulang sampah sedangkan Pemangmmpah adalah kegiatan
yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, aegkutan, pengolahan dan
pemerosesan akhir.

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional merupakan tahapan dalam mekare batasan
dalam suatu istilah atau konsep yang diperlukaandgenelitian ini. Pembatasan
pengertian tersebut akan mempermudah penulis dagamahaman dan juga untuk
membatasi ruang lingkup penulis.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan y@ipdih pemerintah untuk
diterapkan atau dilaksanakan di masyarakat terdapagyang harus dilakukan dan
tidak boleh dilakukan demi kepentingan masyarakat.

Implementasi kebijakan adalah keseluruhan rangkamnses yang
melibatkan seluruh unsur terkait dalam pelaksarma&iu keputusan kebijakan
sesuai dengan amanat, aturan-aturan atau keteketemtuan yang tertuang di
dalamnya.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sisterm#ayeluruh dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan damganan sampah.
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dan staf Kelurahan Bukit pinang, dan yang menjenfiorman lainya adalah
masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong (2012:130) Pengumpulan data mkampaproses
pengadaan data primer, untuk kebutuhan suatu paneliAdapun teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaahibrary Research yaitu memanfaatkan perpustakaan
sebagai sarana dalam mengumpulkan data, denganetaganpbuku — buku
sebagai bahan referensi.

2. Penelitian Lapangarrield Work Research yaitu penelitian yang dilakukan
secara langsung dilapangan dengan menggunakanapab&rknik sebagai
berikut:

a.Observasi adalah metode pengumpulan data dengan ncangadakan
pengamatan langsung terhadap berbagai kegiataragkng

b. Wawancara adalah proses pengumpulan data atamegomelalui tatap
muka antara pihak penanyiatérviewer) dengan pihak yang ditanya atau
penjawab ifiterviewee).

c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukéuk mendapatkan
data sekunder dari dokumen-dokumen atau arsip;aysipg relavan
dengan penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian idalah analisis data
kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyo 2013:91-100),
menggunakan analisis data model interaktif yandirieatas empat komponen,
yaitu terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulata, reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN
Gambaran Umum Dinas K eber sihan dan Pertamanan Kota Samarinda

Pada awalnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Koter$ida sebelum
tahun 1978 masih bergabung dengan Dinas PekerjpanmKotamadya Tingkat
Il Samarinda sebagai Seksi Kebersihan. Pada tafid@ Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kotamadya Tingkat 1l Samarinda dibebardasarkan Perda Nomor
17 Tahun 1979 tentang Pembentukan Organisasi danKBaja Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kotamadya tingkat 1l Samarinda.nfsgteya Dinas Kebersihan
dan Pertamanan (DKP) menjadi Dinas Kebersihan iartan dan Pemakaman
(DKPP) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tah@1 i®ntang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Pertamadan Pemakaman
Kotamadya Tingkat Il Samarinda. Perda Nomor 03 haR001 tanggal 23
pebruari 2001 tentang Pembentukan Susunan danKEsfa Kantor Kebersihan
Pertamanan dan Pemakaman Kota Samarinda merubahs Dfebersihan
Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) menjadi Kantorribba Pertamanan dan
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Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda kukala
penyelenggaran penanganan sampah dari berbagagsaman yang di timbulkan
dari sampah tersebut, maka Dinas DKP melaksanad@@anganan sampah dengan
menggunakan prinsipeuse. Namun prinsipreuse ini tidak terlepas dari prinsip
yang lainnya karena saling berhubungan.

Pengelompokan Sampah Basah dan Kering

penanganan sampah basah dan sampah kering daKatuBukit Pinang
Samarinda dengan menerapkan prinsip 3 R yaiteduse (mengurangi)re-use
(memakai), damecycle (daur ulang).

Pengangkutan Dalam Bentuk Membawa Sampah Dari Sumber Dan atau Dari
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Menuju Ketempat Pempr osesan Akhir.

Pengangkutan Dalam Bentuk Membawa Sampah Dari Subde atau
Dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Menuju Ketef@mprosesan Akhir
di kelurahan Bukit Pinang Samarinda dilaksanakaai{dkan oleh petugas
organisasi formal atau dilakukan oleh petugas demgkungan masyarakat
setempat baik dari pihak swasta yang ditunjuk pkeerintah.

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposis dan jumlah
sampah.

pengolahan dalam mengubah bentuk karakteristik,pksisi, dan jumlah
sampah di Kelurahan Bukit Pinang masih belum tedak dengan apa yang
diharapkan hal tersebut diakbatkan terbatasnyanlaimiuk pengolahan sampah
tersebut.

Faktor-Faktor Penghambat Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016
Tahun 2012

kesadaran masyarakat perlu di tingkatkan dalamkgafeman Peraturan
Walikota Samarinda nomor 016 tahun 2012 tentanggglelaan sampabh.
Masyarakat pelu mengetahui waktu pembuangan saggahsudah di atur oleh
pemerintah

PEMBAHASAN
Pengurangan Sampah

Pengurangan Sampah diatur dalam Peraturan WalNataor 016 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampay ysmmuat tentang
pembatasan sampah, pendauran ulang, dan pemareatbali sampah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda kuokala
penyelenggaraan pengurangan sampah dengan membelttangan kepada
seluruh masyarakat dengan menggunkan barang atagkusan yang dapat
dipakai beberapa kali untuk didunakan kembali derigagsi lainya.

Pembatasan Timbunan Sampah
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Penanganan Sampah

Pengurangan Sampah diatur dalam Peraturan walgat@arinda Nomor
016 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengeldlampah adalah kegiatan
yang meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, peggutan, pengolahan, dan
pemprosesan akhir. Dengan bertambahnya jumlah pekduaka pula kebutuhan
akan sandang, pangan dan papan yang secara langswpyn tidak langsung
akan meningkatkan jumlah sampah. Oleh karena iperldiakan penanganan
secara tepat agar sampah tersebut tidak menimbolesalah baik bagi manusia
mau pun lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukaketdhui bahwa
penanganan sampah yang di selenggarakan oleh Batessihan dan Pertamanan
Kota Samarinda sudah di Kota Samarinda dengan &gk tetapi pemilihan
sampah yang dilakukan oleh masyarakat saat membsangah ke tempat
penampungan sementara sampah masih belum dilakadd&iam hal pengangkutan
yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kebersiham d&ertamanan Kota
Samarinda sudah terlaksana dengan baik namun naasihmasyrakat yang
membuang sampah di luar dari waktu yang telahnditt@n tersebut.

Pengelompokan Sampah basah dan Sampah Kering

Sampah basah/sampah organik yaitu terdiri darirbabahan yang dapat
terurai seacara alamiah, seperti sisa makananngextosayur-sayuran dan lain-
lainnya. Seperti yang di kemukakan oleh (Basriy@2®@7,18): sampah
berdasarkan asalnya ada padat dapat digolongkanyaitia sebagai berikut:
sampah organik dan sampah anorganik.

Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan penuhsengenai
pengelompokan sampah basah dan sampah kering yemgpkan oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yaknhganan sampah basah dan
sampah kering dapat dilakukan dengan menerapkagrdyeb prinsip diantaranya
dengan 4 RReflace( mengganti),yakni mengganti barang barang-baraagy
ramah lingkunganReduce( mengurangi)Reuse( memakai) yakni memekai atau
menggunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai,Régcycle( mendaur
ulang). Namun Dalam pegelompokan sampah basah alapas kering perlu
adanya pembuatan tempat-tempat atau bak-bak saryppafp menyediakan
pemisahan sampah basah dan sampah kering dalamtesapat bak/tempat
sampah.

Pengangkutan Dalam Bentuk Membawa Sampah Dari Sumber dan atau Dari
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Menuju Ketempat Pempr osesan Akhir.
Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sutabeatau dari

tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke temeatprpsesan akhir
merupakan pemindahan hasil pengumpulan sampahakeqgedralatan pengangkut
sampah ( truk). Mekanisme, sistem atau cara pelgsgiya untuk daerah
perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daetaimpat, yang didukung oleh
partisipan masyarakat produksi sampah, khususnyamdahal pendanaan.
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dan Pertamanan Kota Samarinda, karena masyarakaya hanembuang
sembarangan dan tidak dimasukan kedalam tempat ymamgén sementara
sampah. Dan membuang sampah tidak sesuai dengan yeaig telah ditentuakan
oleh pemerintah

PENUTUP
Kesimpulan

Dalam pengelolaan sampah yang meliputi Pengurar§@ampah dan
penanganan sampah. Dalam pelaksanaan penguranggahsayang meliputi
antara lain pembatasan timbunan sampah, pemanfé&atabali sampah dan
pendauran ulang sampah. Dalam pelaksanaanya sadakséana dengan baik,
yang dilakukan oleh Dinas Kebersiahan dan Pertamdt@a Samarinda dan
Kelurahan Bukit Pinang, akan tetapi pelaksanaanelets masih kurnagnya
kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, tedyggasnya pemasaran,
dana dan tenaga kerja.

Dalam pelaksanaan penanganan sampah yang melgntara lain
pengelompokan sampah basah dan sampah kering, nofuag@n dalam bentuk
membawa sampah dari sumber dan atau dari tempgbladan sampah terpadu
menuju ketempat pemprosesan akhir sudah terlaksargad baik namun
pelaksaaan tersebut harus perlu adanya dukunganbddragai pihak baik
pemerintah maupun swasta, serta masih terbatastgas&diaan tempat-tempat
penampungan sementara yang menyediakan pemisahpals®asah dan sampah
kering, seta masih terbatasnya armada pengangkyadayang layak beroperasi
dalam pengangkutan sampah.

b. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implemé&taraturan Walikota
Samarinda Nomor 016 Tahun 2012

Faktor pendukung Implementasi Peraturan WalikotagBada Nomor 016
Tahun 2012 antara lain kebijakan Peraturan Walik8@marinda, beserta
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampalangkan faktor penghambat
peraturan Walikota Samarinda antara lain masih mmga jumlah sarana dan
prasana yang memadai untuk pengelolaan sampalg daria kesaddaran
masyarakat.

Faktor Pendukung Implementasi Peraturan walikotag®i@da Nomor 016
Tahun 2012. Partisipasi Masyarakat pada Dinas sétmar dan Pertamanan Kota
Samarinda sudah tertaksana, akan tetapi masih elderdpa masyarakat yang
melakukan pelanggaran pada peraturan walikota sasaaryakni membuang
sampah tidak pada waktu yang telah ditentukan.

sarana dan prasarana yang diberikan oleh pentersudah ada, pada
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinday tdapi ketersediaan
sarana dan prasarana yang diberikan masih kurantahaya dan banyak yang
tidak layak dalam beropersi dalam proses pengaaglsampah

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan walilSstmnarinda Nomor
016 Tahun 2012. Masih minimnya sarana dan pragsayang dalam kondisi
memadaiuntuk pengelolaan sampah, beserta madiatdaenya Dana yang
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